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PERATURAN MENTERI 

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2020 

TENTANG 

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimban : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 

Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja 

Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan 

Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;  

 

Mengingat : 1. Pasal 17  ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 13); 

5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 13); 

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

463) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

1915);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN  MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PELAKSANAAN 

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN 

DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

2. Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya 

disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan Pegawai 

lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang 

berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau 

ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan 

organisasi di lingkungan Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

3. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan 

kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang 

pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden 

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai 

di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi. 

4. Capaian Kinerja adalah komponen tunjangan kinerja 

yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan target 

kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian 

sasaran kinerja pegawai per bulan Pegawai dalam 

mendukung pencapaian kinerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 

5. Kehadiran adalah komponen tunjangan kinerja yang 

diberikan kepada Pegawai berdasarkan jumlah kehadiran 

per bulan yang sesuai dengan jam kerja yang diatur 

dalam Peraturan Menteri. 

6. Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan 

Pegawai untuk bekerja di kantor termasuk waktu 
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istirahat sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

7. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat 

yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti 

pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan ketrampilan 

baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu 

tertentu yang pembiayaan studinya diberikan oleh 

lembaga/negara yang mendanai pelaksanaan Tugas 

Belajar dan tidak mengikat kecuali pendidikan 

kedinasan. 

8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah 

tertinggal, dan transmigrasi.  

9. Kementerian adalah Kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, 

pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 

 

Pasal 2  

(1) Setiap pegawai berhak menerima Tunjangan Kinerja 

setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhitung mulai bulan 

April 2019. 

 

BAB II 

KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN KINERJA 

 

Pasal 3 

(1) Komponen penentu besaran Tunjangan Kinerja terdiri 

atas:  

a. Capaian Kinerja; dan  

b. Kehadiran. 

(2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri dari 60% (enam puluh persen) capaian kinerja dan 

40% (empat puluh persen) Kehadiran. 
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Pasal 4 

Pegawai yang diberikan Tunjangan Kinerja meliputi: 

a. pegawai yang melaksanakan tugas secara penuh; 

b. pegawai dari kementerian/lembaga lain yang 

diperbantukan atau dipekerjakan di lingkungan 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi; 

c. pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan; 

d. pegawai yang melaksanakan tugas belajar; 

e. pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti 

melahirkan, cuti alasan penting, dan cuti sakit; 

f. pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan 

tugas kewajiban; dan 

g. calon Pegawai Negeri Sipil. 

  

Pasal 5  

(1) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (1) huruf a dilakukan setiap bulan sekali dengan 

kategori sebagai berikut:  

a. sangat baik, dengan nilai 91 (sembilan puluh satu) 

sampai dengan 100 (seratus);  

b. baik, dengan nilai 81 (delapan puluh satu) sampai 

dengan 90,99 (sembilan puluh koma sembilan puluh 

sembilan); 

c. cukup, dengan nilai 71 (tujuh puluh satu) sampai 

dengan 80,99 (delapan puluh koma sembilan puluh 

sembilan);  

d. kurang, dengan nilai 61 (enam puluh satu) sampai 

dengan 70,99 (tujuh puluh koma sembilan puluh 

sembilan); dan  

e. buruk, dengan nilai 60,99 (enam puluh koma 

sembilan puluh sembilan) ke bawah. 

(2) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan hari dan jam 

kerja. 
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